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KABINET PRESIDEN - o g '
B I I{I‘PUTUQAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA

Menimbang  '§'
© - - .dakan penjempurnaan susunan Menteri-Menteri Jang bertugas membantu

;"‘:'NO. 78 TAHUN 1965 °

S NG . o
BADAN PEIBANTY PRESIDEN URUSAN PDLAKSANAAN PENGAWASAN

' PARTAI-PARTAL.

KAMI; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa sesuai - denpan perkembangan ketatanegaraan, dianggap perlu menga-

""f [Presiden dengan membentuk suatu Badan dan Sekretariat jang menjeleng-

~ 'garakan tata-usaha dan Dokumentasi dari Badan dimaksud dalam rangka

pelaksanaan Penetapan Presiden Mo, 7 taiun 1959, tentang sjarat- - .
sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian dan Peraturan Presiden No, 13
tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengwwwsan dan Pembubaran Partai-

. pertai ;

em&:inge-’0 az

-3, Penetapan Pr651den No., 7 tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959

1, Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar }
2, Pasal 17 Undang—undang Dasar ;

?
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4, Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960

Menetapkan
PERTAMA - :
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KETIGA . @
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‘Jang bertugas membantu Presiden dalam rangka pelaksanaan PenetApan

No. 79 ;
MEM U TUSKAN ¢

Dengan ment jabut Keputusan Presiden No. 307 tahun 1960

Mhmbentuk Badan Pembantu Presiden Urusan Polaks&nnnn Pengawasan
Partai-partail disingkat

1

Presiden No, 7 tahun 1959, dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960,
dengan susunan sebagai berikut ¢

. 1+ Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota mnrangkap Kotua 3
"2, .Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamonan sebagail anggota 3

3. Menteri Koordinator Kompartimcn Porhubunpan dengan Rakjat sebagal
anggota ;

4, Menteri Djaksa Agung, sebagal anggota ;

5,  Monteri Sekretaris Djenderul Pengurus Besar Front NasionAl sebagai
. anggota

Departemen Dalam Negeri'c.q. Direktorat Politik sebagai Sekretariat,

Jang bertugas monJclenggarakan teta-uscha dan dokumentasi Badan
dimpksud

Mémberlkan wewenang kepada Badan tersebut, untuk mengatur pelaksanaan
Keputusan Presiden ini di Daerah-daerah ;

Keputuoan ini mulai bcrluku pada hari ditetapknn.

Dltetapkan dai Djakarta a

. Untuk salinan jang sah . pada tanggal 7 hpril 1965,~

ff_ ' Sesuai dengen jang asli % | :
"' . SHKRETARIS PRESIDEN/KEpAX . PROSIDEN REPUSLIK INDONESIA,
KABINET PRESIDEN, Ceowe B0 T SUKAéNé"U
DJAMIN. . Sesual dengan 'salinan aslinja

+ " A.n, Pd, Kopala Bagiin Kearsipan
Sekrectariat Negara Biro I

Pd, ‘Kepalg, Scksi Pengetikan,




